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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah
sebagai berikut.

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d Ha h ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De




3 Zal z zet (dengan titik di atas
J Ra R Er

J Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
ol Sad $ es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di bawah)
I ‘ain ’ koma terbalik (di atas)
& Ghain G Ge

o Fa F Ef

d Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

¢ Nun N En

3 Wau w We

° Ha H Ha

s Hamzah Apostrof

It Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal

Vokal rangkap

Vokal Panjang

=3

¢ =1

S=1

Vi




3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:
dsaa 31 1 ditulis mar’ atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
dah ditulis fatimah
4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
Uy ditulis rabbana
R ditulis al-barr
5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasnsliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
WAL ditulis asy-syamsu
da ditulis ar-rojulu
Bl ditulis as-sayyidinah
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Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan
dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
il ditulis al-gamar
&l ditulis al-badi’
d 3 ditulis al-jalal
6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurus hamzah itu
ditransliterasikan dengan apostrof /°/.
Contoh:
< pal ditulis umirtu

& s ditulis syai’un
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ABSTRAK

Dwi Mufrida. (1218063). 2022.”Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajen”.
Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. Hj.
Siti Qomariya, M.A.

Penyelesaian ekonomi syariah yang menjadi wewenang pengadilan agama
dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan
atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dilaksanakan
dengan menggunakan hukum acara sebagaimana yang berlaku pada peradilan
umum yang juga harus dipertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku.

Observasi awal yang dilakukan peneliti kepada narasumber bahwa perkara
ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021 Dari sekian jumlah
hakim di Pengadilan Agama Kajen, berlatar pendidikan sarjana syariah atau sarjana
hukum di atas, terdapat satu hakim yang bersertifikat ekonomi syariah yakni bapak
Azimar Rusydi. Kondisi ini disebabkan sebagian besar hakim di Pengadilan Agama
Kajen adalah lulusan pendidikan tinggi tahun sembilan puluhan atau sebelumnya,
dimana hukum ekonomi Islam belum berkembang dan belum mendapat perhatian
dalam kurikulum pendidikannya. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala besar
bagi pengadilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah.

Dalam hal ini berdampak pada keharusan pihak Pengadilan
Agama untuk terus berupaya memperdalam masalah ekonomi syariah, terlebih
lagi dikarenakan tidak sedikit dari masyarakat khususnya pelaku ekonomi syariah
yang meragukan kemampuan hakim Pengadilan Agama. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Bapak Erfani, salah satu hakim Pengadilan Agama Kajen
sebenarnya berupaya untuk mempersiapkan diri terhadap penyelesaian perkara
ekonomi syariah telah dilakukan melalui berbagai macam pelatihan dan diklat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) atau yuridis
empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari
penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh
dengan teknik observasi dan wawancara kepada Hakim, Panitera, dan Pegawai.
Sumber data sekunder diperoleh melalui referensi yang terkait. Analisis data
menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Perma no 14 tahun 2016
tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syaria di Pengadilan Agama Kajen
ada beberapa faktor pendukungnya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak
hukum, faktor sarana yang mendukung dalam penyelesaiannya sudah sesuai dengan
aturan yang berlaku. Adapun faktor penghambat yaitu hanya 1 yang belum sesuai
karena sumber daya manusia (penegak hukum) terdapat hanya 1 hakim yang
bersertifikat ekonomi syariah.

Kata kunci: Sengketa ekonomi syariah, Gugatan sederhana, Gugatan biasa.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur persoalan akidah dan
ibadah, melainkan juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dasar
dan etika bermuamalah. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan-persoalan
ekonomi dan keuangan seperti perdagangan, sewa menyewa, gadai (rahn), utang
piutang, upah mengupah, dan lain-lain khususnya yang berhubungan dengan
norma-norma dasar bertransaksi ekonomi.

Berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah seperti asuransi Syariah,
pegadaian syariah, reksadana syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Syariah, BMT Koperasi Syariah, Multifinance Syariah, dan Multi Level Marketing
(MLM) Syariah, berdampak adanya permasalahan antara pihak penyedia layanan
dengan masyarakat yang dilayani. Diperlukan adanya lembaga penyelesaian
sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya, yaitu
bidang ekonomi syariah. 2

Penyelesaian perkara ekonomi syariah secara litigasi menjadi kewenangan
dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penyelesaian sengketa pada pengadilan

!Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 129.

2Naili Rahmawati, "Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca
Keluarnya Perma No 14 Tahun 2016", Jurnal Mugtasid, Vol.9, No 2, 2018,
https://mugtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/mugqtasid/article/view/2091



agama dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara sebagaimana yang berlaku
pada peradilan umum yang juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang
berlaku.?

Sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 14 Tahun 2016, bahwa
ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh
orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak
berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan
tidak komersial menurut prinsip syariah. Dimana perkara ekonomi syariah di dalam
Pasal 1 angka 4 didefinisikan selanjutnya sebagai perkara di bidang ekonomi
syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah,
reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka
syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun
lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infag, dan
shadagah.*

Hakim merupakan Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum
hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Para pihak tentu
menginginkan putusan dari hakim yang profesional dan memiliki integritas moral
yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan yang mengandung legal justice tapi

juga berdimensi moral justice dan social justice.® Keadilan hukum (Legal Justice)

3Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

“Pasal 1 angka 1 Perma No. 14 Tahun 2016

SSutioso, “Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan
Berkeadilan” (Yogyakarta:UII Pres, 2016), 46.



adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang
mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal. Keadilan moral
(Justice) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar
baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah
agama. Keadaan sosial (Social Justice) sebagai salah satu dasar Negara (sila kelima
Pancasila).

Observasi awal yang dilakukan peneliti kepada narasumber bahwa perkara
ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021 Dari sekian jumlah
hakim di Pengadilan Agama Kajen, berlatar pendidikan sarjana syariah atau sarjana
hukum di atas, terdapat satu hakim yang bersertifikat ekonomi syariah yakni bapak
Azimar Rusydi. Kondisi ini disebabkan sebagian besar hakim di Pengadilan
Agama Kajen adalah lulusan pendidikan tinggi tahun sembilan puluhan, dimana
hukum ekonomi Islam belum berkembang dan belum mendapat perhatian dalam
kurikulum pendidikannya. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala besar bagi
pengadilan agama kajen untuk menangani perkara ekonomi syariah.

Perkara ekonomi syariah untuk saat ini di Pengadilan Agama Kajen masih
relatif rendah yaitu baru empat perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen,
dari kelima perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen baru satu perkara yang
diputus oleh Pengadilan Agama Kajen, dan 3 perkara dicabut, dan 1 perkara masih
dalam tahap banding. Adapun tidak menutup kemungkinan dikemudian hari kasus
perkara ekonomi syariah bertambah banyak mengingat sudah banyak berdiri

lembaga keuangan berbasis syariah di pekalongan. Melihat minimnya perkara yang



diajukan ke Pengadilan Agama Kajen menunjukan bahwa pertama, kesiapan hakim
dalam menangani perkara ekonomi syariah agar memiliki pengetahuan dalam
bidang ekonomi syariah. Kedua, keraguan sebagian pihak mengenai kompetensi
sumber daya hakim pada lingkup Peradilan Agama dalam memutus perkara
ekonomi syari’ah mengingat selama ini mereka hanya menyelesaikan perkara-
perkara yang dapat dikatakan jauh dari bisnis.®

Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi
Hakim Ekonomi Syariah telah menetapkan bahwa hakim yang berwenang untuk
memutus perkara ekonomi syariah adalah hakim yang memiliki sertifikasi atau
dengan kata lain telah mengikuti pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung. Hal ini diperjelas dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung
No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa
perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang
bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan meneliti “Implementasi Perma no
14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di
Pengadilan Agama Kajen” Penelitian ini penting pertama, karena akan
memberikan informasi tentang sejauhmana PA Kajen mewujudkan asas-asasnya
terutama dalam melaksanakan isi PERMA No 14 Tahun 2016, dipilih PA Kajen

karena alasan PA Kajen termasuk PA yang sudah menjalankan Perma tersebut.

®Nurjamal Ecep, "Praktek Beracara di Peradilan Agama" (Tasikmalaya: Edu Publisher,
2020), 6.



kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perma no 14 tahun
2016.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, sehingga dapat di ambil pokok
ataupun rumusan masalah meliputi:
1. Bagaimanakah implementasi Perma No 14 tahun 2016 tentang tata cara
penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen?
2. Apa faktor pendukung dan pengahambat implementasi Perma No 14 tahun
2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan
Agama Kajen?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan sehingga dimaksudkan tujuan
meliputi:
1. Untuk memahami dan mendeskripsikan penerapan Perma No 14 tahun
2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan
Agama Kajen.
2. Untuk memahami dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat
implementasi Perma No 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian

perkara ekonomi syariah di Pengadilam Agama Kajen.



D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bisa berkontribusi baik secara teoretis mapun praktis:

1. Secara teoretis, Karya ilmiyah nantinya mampu menambah khasanah
pengetahuan teoritis maupun praktis bagi para akademisi bidang hukum
khususnya perma no 14 tahun 2016.

2. Secara praktis, Hasil riset ini secara praktis nantinya dimanfaatkan untuk
masukan serta bahan informasi bagi para praktisi hukum muupun peneliti
yang ingin meneliti bidang sama yaitu mahasiswa fakultas syariah atau
mahasiswa prodi hukum dalam menerapkan perma nomor 14 tahun 2016
dapat dikenal masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk lebih
memahami dan memperdalam.

E. Penelitian relevan

Penulis bersumber pada penelusuran penelitian terdahulu yang dapat penulis
gunakan untuk referensi serta untuk menghindari penelitian terhadap objek yang
sama, maka penelitian ini dilakukan dengan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan
judul yakni:

Pertama, Skripsi Ika Junita Kartikasari “Relevansi Asas Sederhana dan Cepat
dengan Tempat Sidang di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak di
Yogyakarta”. Terkait penelitianya mengenai penerapan asas sederhana, cepat
belum disesuaikan pelaksanaannya, yaitu makna pengambilan keputusan tidak
jelas, beban kerja antara pusat dan SDTK tidak seimbang, penggunaan soft file dan
produktivitas para juri. Realisasi asas sederhana dan cepat juga telah disesuaikan,

karena keberadaan SDTK memudahkan wajib pajak untuk memperoleh keadilan,



meninggalkan kesan yang baik di masyarakat setelah banyak kasus geng pajak, dan
sekaligus mempercepat.’

Kedua, Jurnal Muhammad Igbal Susanto "Efektivitas Sistem Administrasi
Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan™. Dikemukakan ECourt sebagai
perkaraonline telah sesuai dengan kaidah keabsahan asas keadilan, menjelaskan
ECourt bekerja untuk memungkinkan keadilan yang lebih efektif.®

Ketiga, skripsi Dika Putri Vindi Santika "Penggunaan Elektronik Court
Dalam Pemeriksaan Gugatan Pada Tahap Pendahuluan Di Pengadilan Negeri
Yogyakarta Dalam Kaitanya Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum™,
terbilang menganalisis ECourt dengan asas peradilan umum serta menguraikan
tentang asas-asas umum keadilan. Persidangan dapat dihadiri dan disaksikan oleh
umum oleh karena itu, persidangan ECourt dilakukan melalui email dari advokat
maka dibagi menjadi beberapa tahapan seperti replik, dan sebagainya asas ini
belum dapat diterapkan.

Keempat, Tesis Lusi Ariyanti “Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam
perspektif Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama”
menguaraikan praktiknya, hakim di pengadian agama tidak siap menerima otoritas
baru dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Dalam
praktiknya, hakim dipengadilan agama cenderung menggunakan hukum acara

perdata biasa untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan hakim

’Ika, Junita. “Relevansi Asas Sederhana dan Cepat dengan Tempat Sidang di Luar Tempat
Kedudukan Pengadilan Pajak di Yogyakarta". Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2014. Diakses dari
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail /78716

8Muhammad, Igbal. “Efektivitas Sistem Administrasi Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di
Pengadilan” Jurnal Universitas Riau§, no2 (2019): 3.



http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/78716

dipengadilan agama sering menggunakan hukum ini ketika menengahi sengketa
harta benda perkawinan.®
Kelima, Elyana Retno Andriani, skripsi “Kumulasi Gugatan dalam Perkara
Perceraian menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang
Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri)”. Dapat disimpulkan tentang
proses perceraian secara akumulatif dengan hal-hal lain yang masih memiliki
hubungan (hubungan dekat). Sementara itu, di pengadilan negeri, putusan
kumulatif tidak diperbolehkan dalam perkara perceraian karena Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur putusan kumulatif.
Pada penelitian ini lebih fokus membahas mengenai implementasi perma no
14 tahun 2016 tentangg tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, juga
menggali faktor pendukung dan penghambat implementasi perma no 14 tahun 2016
tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama
Kajen.
. Kerangka Teori
1. Pengertian Ekonomi Syariah
Ekonomi Syariah diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu ekonomi dan
syariah. Ekonomi adalah aktifitas seperti konsumsi barang jasa, distribusi,
produksi. "Syariah" di sisi lain berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT
untuk hambanya, mengacu pada kitab suci Al-Qur'an dan dijelaskan oleh hadits

Nabi. Berdasarkan pada kegiatannya, Syariah diklasifikasikan menjadi dua

°Lusi Ariyanti, "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Undang-Undang
No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama", Tesis koleksi Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah
Mada, 2009, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada



bagian yakni bidang muamalah bidang ibadah. Bidang muamalah merupakan

hubungan antara manusia sesamanya, dan bidang ibadah merupakan hubungan

antara manusia dengan penciptanya. 1

. Penyelesaian Sengketa maupun Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia

dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016
Sengketa ekonomi syariah memiliki arti kontradisksi atau konflik aktivitas

ekonomi dilakukan bersumber pada prinsip hukum ekonomi syariah karena
perbedaan pandangan mengenai kepentingan atau hak milik yang dapat
mengakibatkan dampak akibat hukum bagi kedua belah pihak dan mungkin
diantara kedua belah pihak diberikan sanksi. Berdasarkan paradigma tersebut
dapat dipahami bahwa maksud dan tujuanya dimaksudkan untuk mendapatkan
resolusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berlangsung maka dapat
terwujud penyelesaian yang adil.'!

1. Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Gugatan acara
Sederhana. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah melalui gugatan
sederhana digunakan bilamana memenuhi persyaratan meliputi:

a. Bisa lebih dari satu penggugat atau tergugat jika ada kepentingan hukum
yang sama.

b. Penggugat dan tergugat berada dalam yurisdiksi atau wilayah hukum yang
sama.

c. Perbuatan melawan hukum maupun ingkar janji.

%Hendi Suhendi, "Fikih Muamalat" (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 34.
"Juhaya S, Pradja, "Ekonomi Syariah" (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 221.
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d. Besaran pokoknya adalah setelah dipenuhi syarat-syarat tersebut paling
banyak Rp 500.000.000,00.

2. Tata cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah dalam gugatan acara biasa
dianut berlandaskan sejumlah aturan “Undang undang No 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah” memastikan bahwa Pemeriksaan terhadap perkara
ekonomi syariah dilakukan melalui pedoman pada hukum acara yang
berlaku.*2

G. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipakai penulis yakni mengikuti tahap-tahap yang ada
dalam metode kualitatif:

1. Penelitan ini terbilang penelitan yuridis empiris, mempergunakan penelitian
lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat
yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang nyata di Pengadilan
Agama Kajen.'3

2. Jenis Data dan Sumber Data, Penelitian mempergunakan rangkap sekaligus,
yakni data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan

kepustakaan atau karangan atau tulisan dan berkaitan dengan masalah

2Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang No 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah

13Dewantoro Andreas, "Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer" (Sleman: CV Budi
Utama, 2021), 259.
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penelitian ini, Data primer melalui instansi lokasi penelitian maupun lapangan

secara langsung.'*

a. Sumber Primer dilakukan melaui riset dan wawancara hakim di
pengadilan untuk mendapatkan informasi mengenai penyelesaian perkara
ekonomi syariah di PA Kajen di jalankan dengan perma nomor 14 tahun
2016.

b. Sumber Sekunder yakni sumber pendukung berperan memperkuat data
primer. Meliputi literature buku penunjang, artikel-artikel, dan hasil
penelitian terdahulu yang berhubungan pada materi penelitian penulis.*®

3. Lokasi Penelitian
Dalam riset ini akan memilih untuk dipergunakan penelitian. Mengingat
lokasi penelitian ini, sumber data ini dianggap sejalan dengan tujuan
penelitian. Maka pemilihan di PA Kajen.
4. Metode Pengumpulan Data

Mempergunakan beberapa teknik dengan cara antara lain:

a. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian baik melalui
komunikasi langsung atau perantara. Wawancara dilakukan dengan
bertanya langsung kepada informan, Pemilihan informan dilakukan
melalui tehnik purposive sampling. 1* merupakan tehnik yang ditentukank

berdasarkan pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak memiliki

“Marilang, "Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian" (Makassar:
AlauddinPress, 2013), 53.

153aifudin Azwar, "Metode Penelitian” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 105.

Jmam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik" (Jakarta: Bumi Aksara,
2015), 151.
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hubungan langsung. Maka informan disini yang ditentukan Hakim yang
menangani perkara ekonomi syariah, Pejabat Kepaniteraan, Petugas bagian
Kepaniteraan.'’

b. Metode Dokumentasi yakni mencari data literature yang beragam
berbentuk dokumentasi buku-buku terkait, karya ilmiah, laporan hasil
penelitian, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

5. Tehnik Analisi Data
Analisis data adalah penemuan jawaban atas rumusan maslah serta hal-hal
perolehan dari hasil penelitian. Dalam penemuan jawaban tersebut, seluruh
data yang terhimpun, diklasifikasikan secara sitemastis atau teratur. Diuraikan
dan dianalisis secara kualitatif diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Dalam analisis awal model, dimulai dari melihat fakta-fakta empiris di
lapangan berkonsentrasi pada jalanya pengungkapan yang terjadi di
lapangan mencatat, membedah, menguraikan dan membuat keputusan. 8

2. Reduksi Data

Penulis melakukan rangkuman reduksi data untuk selanjutnya
menyajikan data berdasarkan informasi yang didapat.!®

3. Penyajian Data

YPurwati Ani, "Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek” (Surabaya: Jakad Media,
2020), 20.

18Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D" (Bandung: Alfabeta, 2016), h.
252 (berarti dari buku yang tersebut di atas).

19Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D" (Bandung: Alfabeta, 2016),
247.
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Penyajian data berupa informasi yang didapat terkait tata cara
penyelesaian perkara ekonomi syariah di PA Kajen sehingga mudah
dipahami.?

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang telah diambil juga harus dilakukan,
penyajian data tersebut dapat disusun verifikasi selama penelitian
berlangsung. Untuk memastikan kebenaran informasi yang didapat oleh
penulis dalam pengkajian ini, maka penulis perlu melakukan uji
validitasnya. Maka uji validitas menggunakan triangulasi data Triangulasi
merupakan metode analisis data yang dapat mensintesis data dari berbagai
sumber.?

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca, maka dari itu sekilas akan mendeskripsikan
isi dari penelitian ini maka:

Bab I, Telaah penelitian dimulai berupa pengantar dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penelitian yang relevan,
kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab I, Paparan berupa penelitian tinjauan umum tentang sengketa ekonomi
syariah, tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, ketentuan Perma No 14

Tahun 2016.

2Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D" (Bandung: Alfabeta, 2016), h.
249 (berarti dari buku yang tersebut di atas).

2Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek” (Jakarta: Bumi Aksarra,
2005), 218.
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Bab Ill, Penyajian data penelitian mengenai deskripsi umum Pengadilan
Agama Kajen dan pendiskripsian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama
Kajen.

Bab 1V, Mempergunakan pengkajian implementasi Perma No 14 tahun 2016
tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA Kajen.

Bab V, Pengkajian akhir memuat kesimpulan berlandaskan analisis data dari
hasil yang sudah di lakukan untuk menarik kesimpulan dan selanjutnya peneliti

menyampaikan saran-sarananalisis data dari hasil yang sudah di lakukan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan ke PA Kajen secara
umum sudah sesuai dengan ketentuan umum perma no 14 tahun 2016 tentang
tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Bentuk pelaksanaan pengajuan
gugatan ekonomi syariah di pengadilan agama kajen, berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian
Perkara Ekonomi Syariah, dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau
gugatan dengan acara biasa.

2. Implementasi Perma no 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara
ekonomi syaria di Pengadilan Agama Kajen ada beberapa faktor pendukungnya
yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana yang
mendukung dalam penyelesaiannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Adapun faktor penghambat yaitu hanya 1 yang belum sesuai karena sumber daya
manusia (penegak hukum) terdapat hanya 1 hakim yang bersertifikat ekonomi
syariah.

B. Saran
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, saran-saran
yang disampaikan terkait pembahasan, meliputi:
1. Kepada Pengadilan Agama Kajen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

sebagai warga negara hukum, perlu melakukan sosialisasi terkait ekonomi

58
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syariah dan tata cara penyelesaiannya agar tidak ada masyakat yang merasa
dirugikan.
2. Kepada hakim Pengadilan Agama Kajen untuk lebih memperdalam bidang

ekonomi syariah.
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LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kajen

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Apakah di Pengadilan Agama Kajen ada perkara dengan gugatan sederhana
maupun gugatan biasa?

Jawab: Sudah ada

Sejak kapan gugatan sederhana dan gugatan biasa diterapkan di Pengadilan
Agama Kajen?

Jawab: Sejak Perma No 14 Tahun 2016 ditetapkan

Ada berapa perkara ekonomi syariah pada tahun 2021di Pengadilan Agama
Kajen?

Jawab: Ada 4

Dari perkara ekonomi syariah jika ditinjau dari dari aspek penyelesaiannya
bagaimana?

Jawaab: Semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Perma
no 14 tahun 2016

Apa patokan yang digunakan Pengadilan Agama Kajen dalam
menyelesaikan perkara ekonomi syariah?

Jawab: Peraturan yang ada di Perma

Apakah ada fasilitas tenaga mediator di Pengadilan Agama Kajen?

Jawab: Ada



7) Bagaimana perkara ekonomi syariah ditinjau dari factor sarana atau
insfraktuktur yang mendukung penegakan hukum?
Jawab: Fasilitas yang disediakan di Pengadilan Agama Kajen sudah cukup
memadai untuk mendukung pelaksanaan perkara ekonomi syariah. Terdapat
2 (dua) ruang sidang yang sehari-hari digunakan untuk sidang. Pengadilan
Agama Kajen tercatat memiliki 4 (empat) unit mobil dinas dan 5 (lima) unit
sepeda motor yang bisa digunakan setiap hari untuk transportasi
kepentingan pelaksanaan persidangan seperti pemanggilan para pihak,
pelaksanaan sita jaminan, dinas keluar, dan lain sebagainya. Para hakim dan
pegawai lainya juga sudah disediakan computer, leptop, printer, flashdisk,
alat tulis dan lain sebagainya dari pemerintah untuk menunjang kinerja

mereka.
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